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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

campur tangan orang lain, di mana masing-masing individu tersebut mempunyai 

kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya. 

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainya, 

seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling 

bermu’amalah untuk memenuhi hajad hidupnya dan mencapai kesejahteraan 

dalam hidupnya, Hal ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana telah 

diajarkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 02 dan surat Al-Baqarah 

ayat 280: 

                                

        ١  

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan.2 
 

                           

    ٣ 

                                                
1 Al-Qur’an, 5: 2. 
2 Tim Disbintalad, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: PT.Sari Agung, 2002), 192. 
3 Al-Qur’an, 2: 280. 
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Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.4 
 
Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi 

atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah 

ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, 

tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampuai batas, 

menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian) dan g}harar (ketidakjelasan 

dan manipulatif). Serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, 

infaq dan s}adaqah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan 

perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest 

(kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya. 

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai 

jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang 

diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau 

mengemis. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan ekonomi agar 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai maka pertama-tama 

yang harus dilakukan adalah membenahi sistem ekonomi kapitalis yang terbukti 

hanya menyengsarakan masyarakat dengan sistem ekonomi yang sesuai dengan 

norma-norma Islam.5 

                                                
4 Tim Disbintalad, Al-Quran Terjemah Indonesia, 192. 
5 Muhammad Syafìi Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
12. 
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Sistem dan praktik ekonomi syariah yang telah berkembang, _khususnya 

di Negara-negara maju_ sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak 

perkembangannya ditanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. 

Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi 

syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah dalam 

menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktifitas dan transaksi 

ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan praktik 

ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan 

dengan perkembangannya di Negara-negara maju. Di Indonesia sistem 

perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan 

melembaga sejak lama, bila kita melihat kembali ke belakang sesungguhnya 

masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum 

sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara 

petani penggarap dengan pemilik lahan.6 

Di samping berdirinya bank syariah berdiri juga lembaga keuangan 

syariah yang bersifat mikro yaitu yang disebut BMT. BMT adalah lembaga 

keuangan mikro yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di 

daerah. Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah yang dialami 

                                                
6 Lutfi Hamid, Jejak-jejak Ekonomi Syariah (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 80. 
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masyarakat terutama masyarakat kecil menengah lewat pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan ekonomi masyarakat.7  

BMT merupakan bentuk lembaga sosial dan bisnis yang serupa dengan 

koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaan BMT ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan 

sektor ekonomi riil.8 Dengan adanya BMT diharapkan dapat mengarahkan 

masyarakat untuk melakukan investasi secara syariah, dan produk-produk yang 

ditawarkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat karena sampai 

sekarang masih banyak umat muslim yang berinvestasi dan bertransaksi 

keuangan di bank konvensional. Lembaga keuangan non bank syariah atau 

disebut mikro menjadi lembaga keuangan alternatif bagi para pelaku ekonomi 

usaha kecil yang tidak dapat berhubungan dengan perbankan untuk mendapatkan 

modal usahanya. Lembaga ekonomi yang dapat dijadikan alat untuk 

menjembatani kebutuhan modal bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor 

riil adalah lembaga keuangan mikro syariah, diantaranya Baitul Ma>l Wa 

Tamwi>l. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat melalui simpanan kemudian menyalurkan kembali dalam 

bentuk dalam pembiayaan atau kredit.9  

                                                
7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi (Yogyakarta: 
Ekonisia), 96. 
8 Khotibul Umam, Hukum Ekonomi Islam dan Dinamika Perbankan di Indonesia (Yogyakarta: 
Instan Lib, 2009), 41.  
9 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 33. 
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BMT atau singkatan dari Baitul Ma>l Wa Tamwi>l merupakan bentuk 

lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). BMT merupakan bakal lahirnya bank syariah pada 

tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah 

masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Lembaga keungan 

non bank BMT berkembang pesat setelah mendapat dukungan Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). 

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas 

menarik dan mengelola masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga 

sosial, BMT menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Posisi 

BMT yang strategis tersebut tidak hanya memiliki kewarganegaraan dalam 

penarikan dan Pengelolaan dana masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam 

upaya pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha. Keberadaan 

BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu 

berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi 

masyarakat.10  

BMT sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan 

dana pembiayaan bagi masyarakat. Peranan BMT sebagai lembaga keuangan 

                                                
10 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 96. 
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tidak lepas dari masalah pembiayaan bahkan kegiatan BMT sebagai lembaga 

keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya.11 

Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan laba 

BMT. Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana 

terhimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan BMT tersebut rugi, 

oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya 

mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan 

sampai kepada pengendalian pembiayaan yang macet, kegiatan pengelolaan 

pembiayaan kita kenal istilah manajemen pembiayaan. 

Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga 

keuangan syariah di luar struktur perbankan, seperti Baitul Ma>l wa Tamwi>l 

(BMT), Asuransi, Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian 

Syariah. Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat 

cepat, Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, 

seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat 

dari kelembagaan, dan jaringan kantor BMT.12 

Keberhasilan perbankan syariah di Tanah air tidak dapat dilepaskan dari 

peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang 

antara lain dipresentasikan oleh BPRS, BMT dan Koperasi Pesantren 

(Kopontren) sangat vital dan menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak 

                                                
11 Quraisy, BMT dan Bank Islam (Bandung: Engkos sardah, 2004), 34. 
12 Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 77. 
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bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah. 

Kalau melihat pemberdayaan ekonomi rakyat dalam arti yang sebenarnya, dapat 

dilihat dari kiprah BMT. Mulai dari pedagang kecil, bakul sayur, sampai toko-

toko, sembako atau kios sepatu berukuran sedang dan kecil telah sukses bermitra 

dengan BMT mereka dapat memperoleh pendanaan murah lagi berkah dan 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang kini jumlahnya ditaksir 3.000 tersebar 

di seluruh Indonesia.13  

Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT) adalah suatu lembaga keuangan Islam 

yang berorientasi sosial dan komersial. Dikatakan sosial karena memiliki 

kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan 

s}adaqah serta wakaf. Dikatakan komersial karena salah satu kegiatan utamanya 

adalah menghimpun dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan 

imbalan bagi hasil atau mark up. Dengan melalui bentuk BMT memberi 

keuntungan kepada masyarakat bahwa bantuan tidak diberikan secara 

konsumtif, namun secara produktif, yaitu bantuan yang diaharapkan dapat 

menjadikan sarana berusaha meningkatkan pengembangan usaha serta taraf 

hidup kearah yang lebih baik secara bersama-sama. 

Baitul Ma>l Wat Tamwi>l (BMT) UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo 

berusaha meningkatkan peranannya dalam membantu masyarakat yang 

mengalami kesulitan ekonomi dalam hal modal usaha serta tujuan yang ingin 

dicapai oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo adalah bukan hanya 

                                                
13 Lutfi Hamid, Jejak-jejak Ekonomi Syariah, 83. 
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mengentaskan kemiskinan, namun juga mewujudkan peningkatan sumber daya 

manusia Indonesia seutuhnya melalui peningkatan peran serta dan 

pendapatannya secara produktif, efisien, dan mandiri. 

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, pasti memiliki resiko 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pengembalian pembiayaan 

tidak dapat berjalan seperti yang  diperjanjikan sehingga memengaruhi tingkat 

kesehatan BMT. Pembiayaan bermasalah juga masih ditemui di BMT UGT 

Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. Oleh karena itu, pengawasan preventive 

pembiayaan merupakan upaya yang harus ditempuh oleh BMT UGT Sidogiri 

Cabang Larangan Sidoarjo agar pembiayaan bermasalah itu dapat dihindari.  

Pengawasan pembiayaan harus dijalankan dari tahap preventif yaitu 

tahap pengajuan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut terealisasi. Agar lebih 

efektif lagi, pengawasan pembiayaan akan berlanjut pada tahap kuratif, tahap ini 

adalah tahap realisasi pembiayaan sampai dengan pelunasan kewajiban oleh 

anggota yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah. Tahapan ini sangat penting 

untuk dijalankan agar resiko pembiayaan bermasalah dapat dikurangi. Walau 

bagaimanapun jika pengembalian tidak berjalan dengan semestinya maka profit 

juga tidak akan diperoleh oleh pihak BMT.  

Dengan adanya fenomena sosial diatas, memotivasi peneliti untuk ingin 

mengetahui lebih mendalam Manajamen Pembiayaan Bermasalah BMT UGT 

Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo serta ingin mengetahui peran apa yang 
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dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut dalam rangka pengembangan usaha 

kecil untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera. Berdasarkan pemikiran 

dan latar belakang tersebut, maka penulis ingin menjadikannya sebagai obyek 

penelitian dan menguraikannya menjadi sebuah tesis. Hal ini dilakukan sebagai 

suatu upaya memahami lebih utuh dan menyeluruh terhadap BMT syariah, 

khususnya dalam Manajamen Pembiayaan Bermasalah. Penulis 

mendeskripsikannya dalam judul Analisis Pembiayaan Bermasalah dalam 

Prespektif Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari pemaparan di atas, peneliti mengidentifikasi adanya 

beberapa masalah yang perlu untuk diteliti: 

a. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas  maka penulis dapat 

mengidentifikasi permasalahannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT 

UGTSidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 

2. Mekanisme preventif pembiayaan bermasalah di BMT UGT 

Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 

3. Mekanisme detectif peninjauan untuk mencegah pembiayaan 

bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 
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4. Mekanisme kuratif pembiayaan bermasalah di BMT 

UGTSidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 

b. Batasan Masalah 

1. Mekanisme Preventif, Detectif, dan Kuratif  Dalam Pembiayaan 

Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada identifikasi dan batasan masalah diatas, peneliti 

merumuskan  masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana Mekanisme Preventif, Detectif, dan Kuratif Dalam 

Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan 

Sidoarjo? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui mekanisme preventif, detectif, dan kuratif pembiayaan 

bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berbagai 

pihak yang terkait di dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat memperkaya 

dan memperluas kajian ilmu pengetahuan dunia Lembaga Keuangan Non 

Bank khususnya dalam BMT terkait dengan pembiayaan bermasalah. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan masukan bagi lembaga keuangan non bank 

dalam melakukan kebijakan penyaluran pembiayaan terkait dengan 

kegiatan operasional BMT sebagai upaya menjaga kesejahteraan dalam 

hal ini analisis pembiayaan bermasalah dalam presfektif Syariah di BMT 

UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 

F. Kerangka Teoritik dan Pendekatan Penelitian 

1. Pembiayaan Bermasalah 

Bank syariah/bmt berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi 

(intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau 

financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 
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sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.14 

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar asset dari bank 

syariah/bmt sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, 

sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah 

bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 

prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dari berbagai 

sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-

hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. 15 

Penerapan  prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-

rambu kesehatan bank. Sebagaimana diamanatkan pada pada Pasal 4  

Undang-Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping 

sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Secara 

garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) 

kategori, yaitu:16 

1. Kegiatan penghimpunan dana (funding) 

2. Kegiatan penyaluran dana (lending) 

                                                
14 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 
(UPP) AMP YKPN, 2005), 17.  
15 Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, Bunga Rampai Hukum Aktual 
Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata (Surabaya: Mitra 
Mandiri, 2011), 136. 
16 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indoensia (Yogjakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2007), 65. 
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3. Jasa Bank 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dari BMT, risiko dalam 

pembiayaan adalah apabila nasabah tidak mampu membayar kembali 

angsuran pembiayaan, sesuai jatuh tempo yang ditetapkan, kurang lancar dan 

ketidaklancaran dalam pengembalian pembiayaan atau terjadinya 

pembiayaan bermasalah dapat menurunkan pendapatan BMT dan kestabilan 

operasional BMT. Pembiayaan menurut Bank Indonesia merupakan 

pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet.17 

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-

kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah. Faktor penyebab kesulitan 

keuangan perusahaan nasabah dibagi dalam:18 

a. Faktor internal 

b. Faktor eksternal  

Melihat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pembiayaan 

bermasalah, maka pihak BMT juga harus meneliti faktor penyebab anggota 

atau calon anggota melakukan pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan 

bermasalah itu disebabkan karena faktor eksternal, maka pihak BMT harus 

memberikan kebijakan yang tepat. 

                                                
17 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, 252. 
18 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah: Teori dan Praktik (Banten: PAM Press, 2012), 212. 
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3. Kolektabilitas Pembiayaan 

Kolektabilitas pembiayaan merupakan ketidaklancaran nasabah 

membayar angsuran pokok maupun bagi hasil (profit margin) pembiayaan 

menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan 

ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian 

Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan 

pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk 

golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah 

wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan 

kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak 

melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.19 

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan 

melakukan  upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan 

melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, 

agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. 

Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam 

memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan 

                                                
19 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan 
Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk 
memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, 
penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi 
rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya 
yang dapat dipersamakan dengan itu. 
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pada bank syariah  maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan 

kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. 

4. Teori Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah merupakan peminjaman yang tertunda atau 

ketidakmampuan peminjaman untuk membayar kewajiban yang telah 

dibebankan. 

Berdasarkan pendapat Muhamad faktor terjadinya pembiayaan 

bermasalah pada BMT yaitu diantaranya : 

1. Aspek internal. 

a) Peminjam kurang cakap. 

b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi. 

c) Laporan keuangan tidak lengkap. 

d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. 

e) Perencanaan kurang matang. 

f) Dana yng diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. 

2. Aspek eksternal. 

a) Aspek pasar kurang mendukung. 

b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang. 
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c) Kebijakan pemerintah. 

d) Pengaruh lain diluar usaha. 

e) Kenakalan peminjam. 

Sedangkan langkah dalam menangani pembaiayaan bermasalah 

diantara yaitu: 

1. Menganalisa sebab kemacetan terhadap nasabah. 

2. Menggali potensi peminjaman seperti memberi motivasi untuk 

memajukan kembali usaha nasabah tersebut. 

3. Melakukan perbaikan akad. 

4. Memberi peminjaman ulang mungkin dalam bentuk: pembiayaan al- 

qordul hasan. 

5. Pelakukan penundaan pembayaan angsuran dari nasabah. 

6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan 

margin baru (rescheduling.) 

7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 

8. Terakhir yaitu penyitaan barang jaminan.20 

                                                
20 Muhamad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP)AMP 
YKPN), 2010, 267-268. 
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Terkait dengan landasan hukum Fatwa DSN tentang pembiayaan 

bermasalah yaitu pada 

1. Fatwa DSN nomor 17/DSN-IX/2000 tentang sanksi atas nasabah 

mampu yang menunda-nunda pembayaran.21 

2. Fatwa DSN nomor 47/DSN-IX/2005 tentang penyelesaian piutang 

murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. 

3. Fatwa DSN nomor 48/DSN-IX/2000 tentang penjadwalan kembali 

tagihan murabahah. 

4. Fatwa DSN nomor 49/DSN-IX/2005 tentang konversi akad 

murabahah. 

5. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Beberapa cara ditempuh oleh BMT untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah, tergantung dari seberapa berat masalah yang dihadapi dan juga 

sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. tindakan-tindakan tersebut 

biasanya disebut dengan tindakan kuratif yakni upaya menyelamatkan 

pembiayaan bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian. Berikut ini adalah 

tindakan kuratif yang dijalankan oleh lembaga keuangan: 

1) Rescesduling (penjadwalan kembali) 

2) Reconditioning (persyaratan kembali) 

                                                
21 Ahmad Irham Sholihin, Pedoman Umum Keuangan Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama), 2010, 147. 
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3) Restructuring (penataan kembali) 

4) Eksekusi jaminan 

G. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya, sepengetahuan penulis ada 3 orang 

yang meneliti tentang pembiayaan bermasalah diantaranya : 

1. Muhammad Nizar dengan judul penelitian Pembiayaan Mura>bah}ah 

(Studi Kasus Implementasi Pembiayaan dan Profitabilitas di Koperasi 

Jasa Syariah Arjuna Sengonangung Purwosari Pasuruan).22 Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Arjuna dalam melayani pembiayaan terhadap 

anggotanya juga dominan dengan menggunakan akad mura>bah}ah, 

karena disamping profit yang menjajikan, pelanggaran atau 

pengawasan juga sangat minimal. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan holistic, dengan tujuan mengetahui 

implementasi pembiayaan mura>bah}ah, profitabilitas dan system 

pelayanan yang dilakukan KJKS Arjuna. Implementasi pembiayaan 

mura>bah}ah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arjuna sesuai 

teori tentang mura>bah}ah, bahkan dalam lima tahun terakhir koperasi 

tidak mendapatkan kesulitan atau pembiayaan bermasalah yang sampai 

menyita jaminan. Artinya jaminan itu disita karena anggota 

menunggak cicilan atau keluar dari aturan yang telah disepakati 

                                                
22 Muhammad Nizar, “Pembiayaan Mura>bah}ah (Studi Kasus Implementasi Pembiayaan dan 
Profitabilitas di Koperasi Jasa Syariah Arjuna Sengonangung Purwosari Pasuruan)” (Tesis--IAIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 
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keduanya. Kebanyakan koperasi mengarahkan anggotanya ke produk 

pembiayaan mura>bah}ah karena resiko yang dihadapi sangat ringan 

dibandingkan produk mud}arabah atau qor}dul h}asa>n. sehingga dilihat 

dari prosentase mura>bah}ah 60%, mud}arabah 20%, qord}ul h}asan 15%, 

mura>bah}ah lebih besar dalam penyaluran pembiayaan. 

2. Emi Nurhayati dengan judul penelitian Pelaksanaan Pengawasan 

Mura>bah}ah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah 

Pada BMT Syariah Pare Kediri. Dengan objek mengungkapkan tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Mura>bah}ah pada BMT Syariah Pare Kediri.23 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengawasan pembiayaan yang dilakukan BMT Syariah Pare serta 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancarannya. 

3. Mar’atus Sholikhah yang berjudul “Analisis Penyelamatan Pembiayaan 

Bermasalah pada Produk Griya iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Surabaya”.24 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana kreteria pembiayaan 

bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Surabaya? Kedua, bagaimana mekanisme penyelamatan 

                                                
23 Emi Nurhayati, “Pelaksanaan Pengawasan Mura>bah}ah Sebagai Upaya Meminimalkan 
Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Syariah Pare Kediri” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 
2008). 
24 Mar’atus Sholikhah, “Analisis Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Griya iB 
Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya” (Skrips--IAIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2013). 
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pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di PT Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya? Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif 

dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kreteria pembiayaan bermasalah 

yaitu: pertama, dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan 

pembayaran angsuran dari 60 hari sampai dengan 90 hari. Kedua, 

kurang lancar yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

dari 90 hari sampai dengan 180 hari. Ketiga, diragukan yaitu apabila 

terdapat tunggakan pembayaran angsuran dari 180 hari sampai dengan 

270 hari. Keempat, macet yaitu apabila terdapat tunggakan 

pembayaran angsuran lebih dari 270 hari. Sedangkan upaya 

penyelamatan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Surabaya bergantung pada 3 (tiga) pilar yaitu kemampuan 

membayar kembali, agunan, dan kredibilitas manajemen. Dari analisis 

pilar-pilar tersebut digunakan untuk menentukan langkah 

penyelamatan yang akan dilakukan. Adapun mekanisme penyelamatan 

pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di PT Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yaitu: pertama, penagihan secara 

intensif. Kedua, restrukturisasi dengan Resecheduling (penjadwalan 

kembali) dan Reconditioning (persyaratan kembali). Ketiga, penjualan 

agunan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan sendiri. Sejalan 
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dengan kesimpulan di atas, maka kepada PT Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Surabaya agar lebih selektif dan professional dalam pemberian 

pembiayaan. Di samping itu, pihak bank juga harus melakukan 

pengawasan secara ketat dan continue agar dapat meminimalisir 

pembiayaan bermasalah. 

4. Merry Kurniawati Penelitian ini berjudul “Analisis Restrukturisasi 

Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat 

Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Pada Pembiayaan Hunian Syariah Akad musha>rakah mutana>qisah)”.25 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana 

pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dalam menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya dan 

bagaimana analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah hunian 

syariah akad musha>rakah mutana>qisah di Bank Muamalat Cabang 

Surabaya terhadap prinsip dasar ekonomi Islam. Metode penelitian 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis 

dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang 

pembiayaan bermasalah dengan akad musha>rakah mutana>qisah yang 

diselesaikan dengan kebijakan restrukturisasi.  

                                                
25 Merry Kurniawati, “Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi 
Kasus Pada Pembiayaan Hunian Syariah Akad musha>rakah mutana>qisah)” (Skrips--IAIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2013). 
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Menurut pemahaman penulis, penelitian-penelitian diatas mempunyai 

persamaan dengan peneliti karena sama-sama meneliti pembiayaan 

bermasalah. Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempat pembiayaan dipakai 

untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, 

seperti bank /BMT syariah kepada nasabah. Oleh karena itu penulis tertarik 

meneliti tentang Pembiayaan Bermasalah Dalam Persfektif syariah (Studi 

kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo). 

H. Metode Penelitian  

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan 

suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, 

tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan 

manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-

prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

melakukan penelitian.26 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini 

melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis 

                                                
26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 6. 
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dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk 

difahami dan disimpulkan.27 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Data mengenai mekanisme preventif, detectif dan kuratif dalam 

pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan 

Sidoarjo. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsug 

diperoleh dari unit yang khusus menangani pembiayaan 

bermasalah/macet di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo 

yaitu kepala BMT dan pihak lain (Staf BMT) yang memang di perlukan 

dalam penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak 

berhubungan secara langsung dengan peneliti. Sumber ini merupakan 

sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan 

memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer.28 

Data dan sumber data yang diperlukan oleh peneliti ini adalah data 

                                                
27 Irawan Soehartono, Metode Peneltian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan 
Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 63. 
28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116. 
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literatur, data dokumenter, dan data empirik atau lapangan dan buku-

buku antara lain: 

1) Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: 

Prenada Media, 2005). 

2) Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif 

dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia 2007).  

3) Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Ma>l Wa 

Tamwil (Yogyakarta: Citra Media, 2006) 

4) Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

2002). 

5) Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 

6) Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008). 

7) Khotibul Umam, Hukum Ekonomi Islam Dinamika dan Perbankan di 

Indonesia (Yogyakarta: Instan Lib, 2009). 

8) Lutfi Hamid, Jejak-jejak Ekonomi Shariah (Jakarta: Senayan Abadi 

Publishing, 2003). 

9) Muhammad Syafìi Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktik 

(Jakarta: Gema Insani, 2001). 

10) Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: 

UPP AMY YKPN, 2005). 
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11) Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya 

Bhakti, 2000). 

12) Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial 

Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk 

Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2008). 

3. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka 

pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis 

dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 

manajamen penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara 

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat 

khusus.29 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk menyusun Tesis ini peneliti menguraikan/membahas 

masalah yang diteliti dalam lima bab. Adapun pembagian penelitian ini ke 

dalam bab-bab adalah sebagai berikut : 

Bab Pertama, berisi latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

                                                
29Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1998), 10. 
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penelitian. kerangka teoritik, penelitian terdahulu, Metodologi penelitian 

dan sistematika bahasan.  

Bab Kedua, berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian BMT, asas 

dan landasan BMT,  fungsi dan tujuan BMT, penyertian pembiayaan, 

konsep pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi 

pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, prosedur umum 

pembiayaan, jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, 

kolektabilitas pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan 

bermasalah. 

Bab Ketiga, berisi tentang mekanisme preventif pembiayaan 

bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dan 

mekanisme detectif untuk mencegah pembiayaan bermasalah sampai 

terjadinya pembiayaan bermasalah serta mekanisme kuratif yang dilakukan 

oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo tentang pembiayaan 

bermasalah.  

Bab Keempat, berisi analisis mekanisme preventif, detectif dan 

mekanisme kuratif bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan 

Sidoarjo. 

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian. 


